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ABSTRAK 

 

Nining Suci Ramadhani, Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran 
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 
(dibimbing oleh Mahardian Hersanti P. dan Veronika Sari Den Ka) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemo-
tongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen 
Bosowa Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dilakukan pengamatan, 
dokumentasi, dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi 
objek penelitian.  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Semen 
Bosowa Maros telah melaksanakan proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai 
dengan ketentuan perpajakan, (2) Melaksanakan kewajiban perpajakannya 
dengan baik dalam hal penyetoran dan (3) Dalam hal pelaporan. (4) PT Semen 
Bosowa Maros sering menghadapi permasalahan dalam proses pemotongan, 
penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, salah satu permasalahan yang dihadapi 
yakni dalam pelaksanaan pemotongan yaitu kurangnya koordinasi dari divisi 
Purchasing terhadap divisi Finance, dan divisi Perpajakan akan tetapi 
permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan proses 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan 
UU perpajakan yang berlaku. 
 

Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran Pelaporan, PPh Pasal 23 
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ABSTRACT 

 
Nining Suci Ramadhani, Review of the Implementation of Withholding, 
Deposits and Tax Reporting Income Tax of Article 23 at PT Semen Bosowa 
Maros (suvervised by Mahardian Hersanti P. and Veronika Sari Den Ka) 
 

This study aims to determine the process of withholding, depositing, and 
reporting of Income Tax Article 23 conducted by PT Semen Bosowa Maros. The 
method is descriptive analysis method with a qualitative approach, where 
observation, documentation, and interviews are done related to the PT Semen 
Bosowa Maros.  

The results show that: (1) PT Semen Bosowa Maros has carried out the 
process of withholding income tax article 23 in accordance with the provisions of 
taxation, (2) Implemented the tax obligations properly in terms of deposit, and 
(3) In terms of reporting. (4) PT Semen Bosowa Maros often face problems in the 
process of withholding, deposit, and the reporting of income tax article 23, one of 
the problems is withholding, the lack of coordination of the division Purchasing, 
the divisions Finance, and the division of taxation. But these problems can be 
done. From the results of this study, it is concluded that PT Semen Bosowa Maros 
has carried out the process of withholding, deposit, and the reporting of income 
tax Article 23 in accordance with tax laws. 
 

Keyword: Withholding, Depositing, Reporting, Income Tax Article 23   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu 

terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan 

dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Untuk 

melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah karena 

masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara 

perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam 

perhitungan maupun dalam pembayaran pajak. Kesadaran setiap wajib pajak 

harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak 

yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan 

(Nelwan:2013) [1]. 

Pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan. Dapat dilihat 

dari tabel realisasi penerimaan Negara berikut ini: 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 

 

 

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 

merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang

1.432.058,60 1.545.456,30 1.758.330,90
1.077.306,70 1.146.865,80 1.489.255,50
1.029.850,00 1.103.217,60 1.439.998,60

506.442,80 546.180,90 679.370,10
384.713,50 409.181,60 576.469,20

25.304,60 23.476,20 26.689,90
0 0 0

108.452,00 118.085,50 145.739,90
4.937,10 6.293,40 11.729,50

47.456,60 43.648,10 49.256,90
31.621,30 32.319,10 37.203,90
15.835,40 11.329,00 12.053,00

          Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

          Pajak Perdagangan Internasional 
          Bea Masuk
          Pajak Ekspor

2014 2015Sumber Penerimaan 

Penerimaan Dalam Negeri

2013

Pajak Dalam Negeri
          Pajak Penghasilan
          Pajak Pertambahan Nilai
          Pajak Bumi dan Bangunan 

          Cukai
          Pajak Lainnya

Penerimaan Perpajakan

Sumber: Departemen Keuangan (2016) 
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berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain 

yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk 

Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya (Mardiasmo, 

2011:255) [2]. 

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 pada mulanya adalah Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus  

mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008. 

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan 

manufaktur terbesar di Kota Makassar. Dalam melakukan proses operasi dan 

pendistribusian produk semennya, PT Semen Bosowa Maros membutuhkan 

koordinasi dengan banyak vendor. Beberapa vendor tersebut bergerak di 

bidang jasa. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti PPh Pasal 23 di PT 

Semen Bosowa Maros karena terdapat transaksi-transaksi yang 

membutuhkan koordinasi dengan vendor yang bergerak di bidang jasa yang 

merupakan objek dari PPh Pasal 23. 

Tabel 1.2  Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Semen Bosowa Maros 
 selama periode tahun 2015  

 

 

 

Januari 132.364.444Rp         Juli 50.167.223Rp           

Februari 17.085.166Rp           Agustus 47.968.558Rp           

Maret 60.302.540Rp           September 15.083.975Rp           

April 70.428.338Rp           Oktober 7.361.514Rp             

Mei 13.193.521Rp           November 17.522.371Rp           

Juni 29.841.557Rp           Desember 17.546.761Rp           

PPh 23 yang 

dipotong
Masa Masa

PPh 23 yang 

dipotong

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016) 
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Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong pada 

tahun 2015, yakni pada bulan Januari terhitung sebesar Rp  132.364.444 

Pada bulan Februari, turun menjadi Rp 17.085.166 dan naik menjadi Rp 

60.302.540 di bulan Maret 2015. Pada bulan April, naik menjadi Rp 

70.428.338 dan mengalami penurunan menjadi Rp 13.193.521 pada bulan 

Mei. Pada bulan  Juni 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Semen 

Bosowa Maros meningkat menjadi Rp 29.841.557. Pada bulan Juli 2015 PPh 

Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 50.167.223 dan menurun menjadi Rp 

47.968.558 di bulan Agustus 2015. Pada bulan September 2015 PPh Pasal 23 

yang dipotong turun menjadi Rp 15.083.975, dan pada bulan Oktober masih 

mengalami penurunan menjadi Rp 7.361.514. Pada bulan November PPh  

Pasal 23 yang dipotong meningkat menjadi Rp 17.522.371, kemudian pada 

bulan Desember 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 17.546.761. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang 

lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana perusahaan 

menentukan besarnya PPh dalam hal ini PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan 

dan disetorkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan 

PPh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil 

judul : “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN 

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT SEMEN BOSOWA 

MAROS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana proses pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT 

Semen Bosowa Maros? 

2) Bagaimana proses penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT 

Semen Bosowa Maros? 
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3) Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT 

Semen Bosowa Maros? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini antara lain 

sebagai berikut: 

1)  Untuk mengetahui proses pemotongan PPh Pasal 23 yang 

dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. 

2) Untuk mengetahui proses penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan 

oleh PT Semen Bosowa Maros. 

3) Untuk mengetahui proses pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan 

oleh PT Semen Bosowa Maros. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Roadmap Penelitian 

Walandouw (2013) [3] dalam penelitiannya mengenai “Analisis 

Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra 

Jaya Lestari”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui bagaimana 

perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Persamaan 

penelitian ini keduanya membahas tentang perhitungan dan pelaporan PPh 

Pasal 23. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti dan 

membahas PPh Pasal 25 sedangkan penelitian ini hanya membahas 

mengenai PPh Pasal 23. 

Nelwan (2013) [1] dalam penelitiannya mengenai “Evaluasi 

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma 

Dana Manado”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Bank Prisma Dana. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 dengan prosedur yang 

benar dan sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan. 

Berikut ini adalah roadmap penelitian yang dikemukakan penulis 

mengenai gambaran judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros”. 

Dimana PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan 

penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap 

pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT 

Semen Bosowa Maros. Setelah itu ditarik kesimpulan atas kesesuaian 

pelaksanaan tersebut dengan Undang-Undang. 
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Gambar 2.1 Roadmap Penelitian 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Definisi Pajak 

Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1) [2]. Pajak adalah iuran 

yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran 

umum (Supramono, 2010:2) [4]. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum (Nurmantu, 2005:12) [5]. Jadi, pajak adalah iuran rakyat kepada 

negara yang sifatnya dipaksakan tanpa adanya imbalan yang langsung 

dirasakan oleh pembayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

PPh 23 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Tinjauan 

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran 

dan Pelaporan PPh Pasal 23 

Kesimpulan 
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2.2.2 Definisi Penghasilan 

Menurut Soemarso (2007:178) [6], dilihat dari mengalirnya tambahan 

ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 

bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, 

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

2) Penghasilan dari kegiatan usaha. 

3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta 

tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan 

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha 

dan lain sebagainya. 

4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan menurut Judisseno (2005:82) [7], Penghasilan adalah jumlah 

uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan 

bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti 

mengkonsumsikan dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8]. Jadi, 

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berupa 

uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang 

berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. 
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2.2.3 Definisi PPh 

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu 

tahun pajak (Muyassaroh, 2012:32) [9]. PPh adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74) [10]. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [8], PPh 

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, PPh adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 

maupun badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 

dalam satu tahun pajak. 

2.2.4 Definisi PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan 

negeri lainnya (Mardiasmo, 2011:255) [2]. PPh Pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 

(Sumarsan, 2012:301) [11]. 

PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan 
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negeri lainnya (Tjahjono, 2000:336) [12]. Jadi, PPh Pasal 23 adalah pajak 

yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, 

atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT). 

2.2.5 Subjek PPh Pasal 23 

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah 

Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan 

Bentuk Usaha Tetap (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8]. 

2.2.6 Objek PPh Pasal 23 

Objek PPh Pasal 23 (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8] adalah 

sebagai berikut: 

1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian hutang; 

3) Royalti; 

4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan 

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
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Adapun jenis-jenis jasa lain seperti tercantum dalam Pasal 23 ayat 1 huruf 

c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam PMK No. 141 

/PMK.03/2015 [13] adalah, sebagai berikut: 

1) Jasa penilai (appraisal); 

2) Jasa aktuaris; 

3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4) Jasa hukum; 

5) Jasa arsitektur; 

6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 

7) Jasa perancang (design); 

8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 

9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan 

minyak dan gas bumi (migas); 

10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas 

bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 

11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

12) Jasa penebangan hutan; 

13) Jasa pengolahan limbah; 

14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing 

services); 

15) Jasa perantara dan/atau keagenan; 

16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 

17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 

18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

19) Jasa mixing film; 
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20) Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, 

klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; 

21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem 

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

23) Jasa internet termasuk sambungannya; 

24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, 

dan/atau program; 

25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 

pengusaha konstruksi; 

27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan 

udara; 

28) Jasa maklon; 

29) Jasa penyelidikan dan keamanan; 

30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media 

luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau 

jasa periklanan; 

32) Jasa pembasmian hama; 

33) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

34) Jasa sedot septic tank; 

35) Jasa pemeliharaan kolam; 



12 

 

36) Jasa katering atau tata boga; 

37) Jasa freight forwarding; 

38) Jasa logistik; 

39) Jasa pengurusan dokumen; 

40) Jasa pengepakan; 

41) Jasa loading dan unloading; 

42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh 

lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 

43) Jasa pengelolaan parkir; 

44) Jasa penyondiran tanah; 

45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

47) Jasa pemeliharaan tanaman; 

48) Jasa pemanenan; 

49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

dan/atau perhutanan; 

50) Jasa dekorasi; 

51) Jasa pencetakan/penerbitan; 

52) Jasa penerjemahan; 

53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang PPh; 

54) Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

56) Jasa pengelolaan penitipan anak; 

57) Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

59) Jasa sertifikasi; 

60) Jasa survey; 

61) Jasa tester, dan 
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62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2.2.7 Tarif PPh Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [8] mengatur tarif PPh Pasal 

23 yaitu: 

1) Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, 

penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

PPh pasal 21; dan 

2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas atas sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah 

dan/atau bangunan, serta atas imbalan jasa teknik, jasa 

manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan jasa lain 

selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah 

lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya. 

2.2.8 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 

Menurut (Marsyahrul, 2005:126) [14] adapun saat terutang, 

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, 

disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, 

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal 

sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang 

pajak. 

3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, 

paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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2.2.9 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 [19] 

diatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur sebagai 

berikut: 

1) Ketentuan pasal 2 ayat (7) adalah PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang 

dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

2) Ketentuan pasal 9 ayat (1) adalah dalam hal tanggal jatuh tempo 

pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak 

dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 

3) Ketentuan pasal 10 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan 

ke Kas Negara melalui: 

a. Layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau 

b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank 

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata 

Uang Asing. 

4)  Ketentuan pasal 11 ayat (1) adalah pembayaran dan penyetoran pajak 

dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang 

disamakan dengan SSP. 

5) Ketentuan pasal 11 ayat (4) adalah SSP atau sarana administrasi lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah 

divalidasi dengan NTPN. 

2.2.10 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 [20] 

tentang Surat Pemberitahuan (SPT) diatur sebagai berikut: 

a) Pasal 1 ayat (8) adalah Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut 

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
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objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

b) Pasal 2 ayat (1) adalah setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan 

benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

c) Pasal 6 ayat (1) adalah SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat 

diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

d) Pasal 6 ayat (2) adalah SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil 

secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak. 

e) Pasal 8 ayat (1) adalah penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak, dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. dengan cara lain. 

f) Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, 

baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk 

sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 23 

dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa 

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Semen Bosowa Maros yang beralamat 

di Jl. Jend. Sudirman, Menara Bosowa Lt. 19, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2016. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

(Sujarweni, 2014:89) [15]. Data kuantitatif berupa data bukti 

pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros. 

b) Data kualitatif, yaitu data yang berupa kata atau dapat 

didefinisikan sebagai data non angka (Sujarweni, 2014:93) [15]. 

Data kualitatif berupa prosedur pelaksanaan pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa 

Maros. 

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk 

wawancara dimana data tersebut harus diolah dahulu untuk menjadi 

informasi penelitian (Sujarweni, 2014:71) [15]. Data primer pada penelitian 

ini berupa data dari hasil wawancara dengan bagian staf pajak PT Semen 

Bosowa Maros mengenai PPh Pasal 23, data jenis objek pajak, jumlah 

penghasilan bruto, dan PPh 23 yang dipotong. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  



17 

 

a) Wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden (Gulo, 2002:119) [16]. Wawancara dilakukan dengan bagian 

staf pajak PT Semen Bosowa Maros mengenai PPh Pasal 23. 

b) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 

2014:75) [15]. Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan terhadap proses pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT Semen Bosowa Maros. 

c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dengan cara melihat/ 

menilai data-data historis/ masa lalu (Juliandi, 2014:68) [17]. Dokumen 

yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang 

relevan dengan penelitian seperti daftar bukti pemotongan PPh 23, 

Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian 

Rochmah (2012) [18] menyatakan bahwa, analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah 

teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data deskriptif kualitatif 

dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan 

mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 

23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Pabrik semen PT Semen Bosowa Maros berlokasi di desa Baruga, 

Kecamatan Bantimurung kurang lebih 45 km sebelah utara Makassar dengan 

luas pabrik meliputi 100 Ha untuk bahan baku yaitu batu kapur dan tanah 

liat. Keduanya tersedia dalam jumlah yang besar di areal ini.  

60 Ha lokasi pabrik, dimana di dalamnya terdapat Raw Mill (tempat 

proses penggilingan), Preheater (tempat untuk pemanasan awal), Blending 

(tempat untuk menampung hasil dari penggilingan), Clinker cooler (tempat 

untuk proses klinkerisasi), Clinker silo (tempat menampung klinker yang 

sudah bagus hasilnya), Cement Mill (tempat klinker digiling bersamaan 

dengan gypsum), Cemen Silo (tempat penampungan semen hasil akhir), 

Packing Plant (tempat pengepakan semen), Weighbridge (tempat 

penimbangan dan pengiriman semen) dan terdapat juga kantor dalam areal 

tersebut. Selebihnya untuk perumahan karyawan yaitu sekitar 40 Ha. 

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu pabrik semen di 

Indonesia bagian timur yang menggunakan perangkat teknologi canggih dari 

Fuller Amerika Serikat dan Asia Brown Boveri (ABB) Switzerland. Didukung 

oleh ketersediaan sumber daya alam yang sangat memadai menjadikan 

pabrik ini mampu mencukupi kebutuhan 200 tahun masa produksi. Proses 

pembuatannya juga melewati berbagai tahap yang sangat ketat dengan 

menggunakan perangkat teknologi yang canggih. 

PT Semen Bosowa menunjang produksi yang lebih bermutu dan 

mampu bersaing di pasaran, Maros memiliki sarana/fasilitas pengawasan 

dan pengendalian mutu berupa laboratorium. Laboratorium ini digunakan 

untuk memeriksa baik sifat fisika maupun sifat kimia dari bahan baku, 
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bahan setengah jadi dan bahan produksi akhir. Jenis laboratorium yang 

dimiliki oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu : 

1. Laboratorium X-Ray 

2. Laboratorium Kimia 

3. Laboratorium Fisika 

4. Laboratorium Shift 

Keempat laboratorium ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-

beda yang kesemuanya diperuntukkan untuk menjamin kualitas dan mutu 

semen. Keseluruhan pabrik di operasikan dan dimonitor secara seksama 

oleh operator pengontrol dengan menggunakan sistem pemrosesan 

otomatis secara sentral. Pabrik ini mampu memproduksi klinker berkualitas 

terbaik sebanyak 5500 ton per hari atau sekitar 1,8 juta ton per tahun dan 

selanjutnya dilakukan modifikasi upgrade kapasitas menjadi 2,4 ton per 

tahun. Pabrik semen ini telah di bangun dan dirancang dengan 

memperhitungkan pencemaran seminimum mungkin bagi lingkungan. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung 

tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Visi dan misi dibuat 

saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi 

landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros, 

yaitu : 

4.1.2.1 Visi Perusahaan 

PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh berkembang di era reformasi, 

dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk 

menjadi perusahaan kelas utama dibidang industri dengan tekad memenuhi 

kepuasan pelanggan.  
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4.1.2.2 Misi Perusahaan 

Memberikan produk yang berkualitas, semen Portland dan Pozzolan yang 

dibuat dengan teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu Internasional 

serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, ramah lingkungan 

sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. 

4.1.3  Struktur Organisasi  

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan 

untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. 

Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan 

haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel, 

sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah 

ada. Struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan 

Direksi.  

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur control bahkan 

diharapkan sturktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu 

perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan 

fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Pembagian tugas masing-

masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros 
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1. President Direktur 

President Direktur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola 

perusahaan secara keseluruhan. 

2. Project 

Project memiliki tugas untuk memimpin perencanaan dan pelaksanaan 

proyek, melakukan koordinasi mengenai jadwal proyek secara keseluruhan, 

memastikan bahwa semua rencana proyek telah selesai dan memenuhi 

setiap persyaratan kualitas dan waktu sesuai dengan perencanaan bisnis 

sebelumnya. 

3. Management Representative 

Management Representative mempunyai tugas membantu President 

Direktur dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab langsung 

kepada President Direktur 

4. Internal Audit 

Internal Audit mempunyai tugas membantu President Direktur dalam hal 

mengaudit segala sesuatu yang terjadi diperusahaan. 

5. PMO 

PMO (Project Management Office) bertugas melakukan pengontrolan dan 

pengawasan terhadap pengembangan perusahaan secara teknik dan 

bertanggung jawab kepada President Direktur. 

6. Marketing Direktorat 

Marketing Direktorat memiliki tugas mengkoordinir bidang-bidang yang 

menyangkut dengan masalah pemasaran dan bertanggung jawab kepada 

President Direktur dan membawahi langsung beberapa divisi antara lain 

Sales (Penjualan) dan Distribusi. 

a) Divisi Penjualan bertugas untuk membuat perencanaan penjualan, 

promosi, dan distribusi semen guna memenuhi permintaan dan kepuasan 

konsumen sesuai target yang ditetapkan manajemen. 
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b) Divisi Distribusi bertugas untuk mengelolah dan mengontrol pelaksanaan 

penjualan, promosi, dan distribusi agar target yang ditetapkan oleh 

manajemen tercapai secara tepat waktu dengan menjalankan fungsi-

fungsi pemasaran secara maksimal.   

7. Finance Direktorat 

Finance Direktorat memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan 

anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada President 

Direktur. Finance Direktorat membawahi : 

a) Finance, Accounting & Tax Divice 

1) Finance Divice bertugas melakukan pencatatan atau pembukuan 

terhadap semua aset  yang dimiliki PT Semen Bosowa Maros. 

2) Accounting Divice bertugas mencatat secara teratur dan sistimatis 

seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan aliran dana 

perusahaan. 

3) Tax Divice bertugas untuk melakukan perencanaan terhadap 

pembayaran dan pelaporan pajak PT Semen Bosowa Maros. 

b) Bizpro & IT Divice 

Bizpro & IT Divice bertugas membuat suatu sistem yang ada dalam 

perusahaan secara failed dengan menggunakan sistem software. 

c) HR & GA Divice 

HR & GA Divice bertugas melakukan perekrutan, pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) baik karyawan  maupun masyarakat luar. 

d) Legal  

Legal memiliki tugas untuk mengurus legalitas dan izin perusahaan, 

membuat kontrak, dan bertanggung jawab atas aset perusahaan. 

8. Teknik Direktorat 

Teknik Direktorat memiliki tugas memperbaiki, menjalankan, 

mengoperasikan dan mengendalikan mutu perusahaan terkhusus dalam 
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bidang perikanan. Teknik Direktorat bertanggung jawab kepada President 

Direktur. Teknik Direktorat membawahi langsung Produksi Divice (Divisi 

Produksi), Maintenance Divice (Divisi Pemeliharaan), Quality Divice (Divisi 

Kendali Mutu) dan Quarry Divice (Divisi Pertambangan dan Energi). 

a) Produksi Divice (Divisi Produksi) bertugas untuk mengkoordinasi dan 

mengawasi kinerja Divisi Produksi yang bertanggung jawab terhadap 

pencapaian target produksi semen tahunan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara 

optimal dan efisien. 

b) Maintenance Divice (Divisi Pemeliharaan) bertugas untuk 

mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Pemeliharaan yang 

bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi 

peralatan, mesin produksi guna menjamin kinerja mesin dalam kondisi 

normal sesuai dengan kapasitas terpasang dan rencana produksi 

semen dengan mengacu pada standar kinerja. 

c) Quality Divice (Divisi Kendali Mutu) bertugas untuk mengkoordinasi 

dan mengawasi kinerja Divisi Mutu yang bertanggung jawab menjaga 

kualitas bahan baku, bahan dalam proses dan produk semen sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Indonesia 

(SNI), maupun spesifikasi produk yang ditetapkan oleh perusahaan. 

d) Quarry Divice (Divisi Pertambangan dan Energi) bertugas untuk 

mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Pertambangan dan 

Energi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penyuplaian bahan 

baku semen siap proses tepat mutu, jumlah, waktu, efisien dan 

ekonomis. 

9. Logistik Direktorat 

Logistik Direktorat bertanggung jawab terhadap komposisi ideal sumber 

daya manusia agar jumlah karyawan yang berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan. Logistik Direktorat membawahi : 
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a) Procurement Divice  

Procurement Divice atau Divisi Pengadaan dan Perlengkapan bertugas 

untuk mengkoordinasi Divisi Pengadaan dan Perlengkapan yang 

bertanggung jawab untuk mengadakan material, spare part dan 

barang kebutuhan terkait sesuai dengan ketentuan standar, serta 

bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan operasional 

perusahaan. 

b) Logistic Divice 

Logistic Divice atau Divisi Logistik bertugas untuk membuat 

perencanaan kebutuhan sumber daya manusia guna menjalankan 

rencana bisnis perusahaan untuk jangka pendek, jangka panjang 

berdasarkan jenjang kepangkatan, jumlah dan waktu. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan manufaktur 

terbesar di kota Makassar yang melakukan proses operasi dan pendistribusian 

semennya membutuhkan koordinasi dengan banyak vendor. Dimana vendor 

tersebut bergerak di bidang jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23.  

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros yang 

termasuk objek PPh Pasal 23 antara lain Sewa dan Penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta; Jasa Teknik; Jasa Manajemen; Jasa Konsultan; Jasa 

perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, air, gas, AC, TV 

kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan 

oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin 

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa Pengepakan; Jasa 

Akuntansi, Pembukuan, dan Lapkeu; Jasa Perancang; Jasa Penyelidikan dan 

Keamanan; Jasa Penilai (appraisal); Jasa Perantara dan/atau Keagenan; Jasa 

Penyedia Tenaga Kerja dan Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak 
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yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.  

PT Semen Bosowa Maros melakukan pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan atas PPh 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Berikut 

ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan atas PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen 

Bosowa Maros. Uraian tentang hasil penelitian dijelaskan secara berturut-turut 

adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Pemotongan PPh Pasal 23 

4.2.1.1 Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 

PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros dapat dihitung berdasarkan 

dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan 

adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal wajib pajak 

tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 100% lebih tinggi dari 

tarif PPh Pasal 23 yakni sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak. 

Hasil perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Perhitungan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros Tahun 2015 

 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen 

Bosowa Maros selama tahun 2015 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP 

adalah CV Mandiri Prima Jaya memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 

25.734.040, PT Bumi Jasa Utama sebesar Rp 17.771.713, PT Andalan Lancar 

Niaga sebesar Rp 3.385.025, PT Laa Tansa Konsulindo sebesar Rp 440.171, PB 

Taxand sebesar Rp 3.210.060, PT Sucofindo sebesar Rp 13.577.613, PT Oto 

1 CV. Mandiri Prima Jaya √ 2% 1.286.702.000           25.734.040                      

2 PT. Bumi Jasa Utama √ 2% 888.585.660               17.771.713                      

3 PT. Andalan Lancar Niaga √ 2% 169.251.250               3.385.025                         

4 PT. Laa Tansa Konsulindo √ 2% 22.008.544                 440.171                            

5 PB Taxand √ 2% 160.503.000               3.210.060                         

6 PT. Sucofindo √ 2% 678.880.670               13.577.613                      

7 PT. Oto Rental Nusantara √ 2% 3.464.600.245           69.292.005                      

8 PT. Timur Nusantara √ 2% 382.885.144               7.657.703                         

9 Persek. KAP S.Mannan & Rekan √ 2% 10.000.000                 200.000                            

10 PT. Radio Gamasi Jaya √ 2% 20.000.000                 400.000                            

11 PT. ISS Facility Service √ 2% 2.112.978.626           42.259.573                      

12 Toto Suharto dan Rekan √ 2% 9.000.000                   180.000                            

13 PT. Perusahaan Pelayaran Nusa √ 2% 17.350.000                 347.000                            

14 PT. Tameng Nusantara Timur √ 2% 900.000                       18.000                               

15 Kopkar Bosmar √ 2% 1.941.466.570           38.829.331                      

16 CV. Bina Swadaya Perkasa √ 2% 247.420.000               4.948.400                         

17 CV. Dwi Global √ 2% 261.785.060               5.235.701                         

18 PT. ABB Sakti Industri √ 2% 95.800.000                 1.916.000                         

19 PT. Maugi Transport √ 2% 322.440.336               6.448.807                         

20 PT. Rezky Mandiri √ 2% 3.226.632.857           64.532.657                      

21 PT. SGS Indonesia √ 2% 109.500.000               2.190.000                         

22 PT. Yanuar Perkasa Samudera √ 2% 2.576.220.950           51.524.419                      

23 PT. Pelayaran Samas Cabang Kendari √ 2% 277.686.466               5.553.729                         

24 CV. Anthojaya √ 2% 17.429.290                 348.586                            

25 CV. Sulawesi Jaya √ 2% 273.721.130               5.474.423                         

26 Halotec Indonesia √ 2% 69.661.500                 1.393.230                         

27 CV. Mekatindo Utama Sukses √ 2% 602.612.000               12.052.240                      

28 PT. Duta sarana Engineering √ 2% 66.855.500                 1.337.110                         

29 PT. Debindo Mega Promo √ 2% 4.000.000                   80.000                               

30 PT. Himalaya Everest Jaya √ 2% 36.000.000                 720.000                            

31 PT. Hydro Power Technology √ 2% 12.000.000                 240.000                            

32 Fika - 4% 197.371.175               7.894.847                         

33 UD. Berdikari & Handicraft - 4% 1.872.561.000           74.902.440                      

34 Rent Car - 4% 5.616.000                   224.640                            

35 Trisna Balikpapan - 4% 55.000.000                 2.200.000                         

36 Dirlantas Polda Sulselbar - 4% 104.144.447               4.165.778                         

37 Radio Suara Bandar Madani - 4% 8.018.182                   320.727                            

38 Indonesia Marketing Association - 4% 15.000.000                 600.000                            

39 PT. Sejahtera Mandiri Lines - 4% 2.900.000                   116.000                            

40 Mustamin - 4% 22.000.000                 880.000                            

41 Labbi Bahari - 4% 3.600.000                   144.000                            

42 Bandung Jok - 4% 3.000.000                   120.000                            

 PPh 23 yang dipotong No. Wajib Pajak NPWP
Non 

NPWP
Tarif NOP

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016) 
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Rental Nusantara sebesar Rp 69.292.005, PT Timur Nusantara sebesar Rp 

7.657.703, Persek. KAP S.Mannan & Rekan sebesar Rp 200.000, PT Radio Gamasi 

Jaya sebesar Rp 400.000, PT ISS Facility Service sebesar Rp 42.259.573, Toto 

Suharto dan Rekan sebesar Rp 180.000, PT Perusahaan Pelayaran Nusa sebesar 

Rp 347.000, PT Tameng Nusantara Timur sebesar Rp 18.000, Kopkar Bosmar 

sebesar Rp 38.829.331.  

CV Bina Swadaya Perkasa memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar 

Rp 4.948.400, CV Dwi Global sebesar Rp 5.235.701, PT ABB Sakti Industri sebesar 

Rp 1.916.000, PT Maugi Transport Rp 6.448.807, PT Rezky Mandiri sebesar Rp 

64.532.657, PT SGS Indonesia sebesar Rp 2.190.000, PT Yanuar Perkasa 

Samudera sebesar Rp 51.524.419, PT Pelayaran Samas Cabang Kendari sebesar 

Rp 5.553.729, CV Anthojaya sebesar Rp 348.586, CV Sulawesi Jaya sebesar Rp 

5.474.423, Halotec Indonesia sebesar Rp 1.393.230, CV Mekatindo Utama Sukses 

sebesar Rp 12.052.240, PT Duta Sarana Engineering sebesar Rp 1.337.110, PT 

Debindo Mega Promo sebesar Rp 80.000, PT Himalaya Everest Jaya sebesar Rp 

720.000, dan PT Hydro Power Tecnolohy sebesar Rp 240.000.  

Sedangkan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 

selama tahun 2015 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Fika 

yang memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 7.894.847, UD Berdikari 

& Handicraft sebesar Rp 74.902.440, Rent Car sebesar Rp 224.640, Trisna 

Balikpapan sebesar Rp 2.200.000, Dirlantas Polda Sulselbar sebesar Rp 

4.165.778, Radio Suara Bandar Madani sebesar Rp 320.727, Indonesia Marketing 

Association sebesar Rp 600.000, PT Sejahtera Mandiri Lines sebesar Rp 116.000, 

Mustamin sebesar Rp 880.000, Labbi Bahari sebesar Rp 144.000, Bandung Jok 

sebesar Rp 120.000. 

Dapat dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, 

perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan 

dengan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini memberikan gambaran bahwa para 
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pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang dikenakan 

atas pemotongan PPh Pasal 23 akan lebih rendah. 

4.2.1.2 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros 

Berikut ini adalah bagan alir proses pemotongan PPh pasal 23 yang 

dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu sebagai berikut: 

         Divisi Purchasing           Divisi Finance   Divisi Perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Bagan alir prosedur pemotongan PPh 23 
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Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur pemotongan 

yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, dimulai dengan melakukan 

transaksi dengan vendor yang menjual atau menyediakan barang atau jasa yang 

akan dibeli atau digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros. Divisi Purchasing 

melakukan negosiasi dengan vendor atas pengadaan barang atau jasa, kemudian 

menyetujui untuk melakukan pembelian barang atau jasa, serta memeriksa 

kelengkapan dokumen berupa invoice atau tagihan, legalitas perusahaan, dan 

bukti pendukung lainnya. Setelah divisi Purchasing menyetujui untuk melakukan 

pembelian, maka dokumen pembelian yang tidak mengandung unsur pajak 

diserahkan ke divisi Finance untuk segera dilakukan pembayaran. Sedangkan, 

dokumen untuk transaksi yang mengandung unsur pajak akan diserahkan ke 

divisi pajak. Setelah divisi pajak melakukan pemotongan pajak, dokumen 

tersebut kemudian diserahkan ke divisi Finance untuk dilakukan pembayaran.  

Staf divisi pajak merekap rincian bukti pemotongan PPh pasal 23 yang di 

dalamnya terdapat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), dasar pengenaan pajak, tarif, dan besarnya PPh pasal 23 yang 

dipotong. Setelah itu, mencetak bukti pemotongan sebanyak 3 rangkap, dimana 

lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada vendor, lembar ke-2 untuk 

KPP sebagai lampiran kelengkapan SPT, dan lembar ke-3 disimpan sebagai arsip 

divisi pajak.   

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh 

Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. PT Semen Bosowa Maros  mengenakan tarif pajak yang sesuai 

dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada Wajib Pajak 

yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak memiliki 

NPWP.  
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4.2.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros 

Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, maka seluruh jumlah yang 

telah dipotong tersebut disetor ke kas negara. Pada PT Semen Bosowa Maros 

yang bertanggung jawab menyetor PPh Pasal 23 adalah divisi pajak. Penyetoran 

dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 

hari kerja berikutnya. Berikut ini adalah bagan alir  prosedur penyetoran PPh 

pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur penyetoran 

PPh Pasal 23 yang terutang oleh PT Semen Bosowa Maros. Pembayaran 

dilakukan dengan menggunakan sistem CMS (Cash Management System) BRI 
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Gambar 4.3 Bagan alir prosedur penyetoran PPh 23 
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berdasarkan bukti potong yang telah direkap. Setelah penyetoran sukses, akan 

muncul Id Billing atau nomor atas penyetoran pajak yang telah dilakukan, dan PT 

Semen Bosowa Maros akan menerima SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikirimkan 

melalui via e-mail dari system CMS BRI. 

Jumlah PPh 23 yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan 

oleh PT Semen Bosowa Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2015 

 

Tabel 4.2 menunjukkan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT 

Semen Bosowa Maros pada tahun 2015. PPh Pasal 23 pada masa Januari 

disetorkan sebesar Rp 132.364.444 pada tanggal 05 Februari 2015. PPh Pasal 23 

pada masa Februari disetorkan sebesar Rp 17.085.166 pada tanggal 10 Maret 

2015. PPh Pasal 23 pada masa Maret disetorkan sebesar Rp 60.302.540 pada 

tanggal 08 April 2015. PPh Pasal 23 pada masa April disetorkan sebesar Rp 

70.428.338 pada tanggal 07 Mei 2015. PPh Pasal 23 pada masa Mei disetorkan 

sebesar Rp 13.193.521 pada tanggal 10 Juni 2015. PPh Pasal 23 pada masa Juni 

disetorkan sebesar Rp 29.841.557 pada tanggal 08 Juli 2015. PPh Pasal 23 pada 

masa Juli disetorkan sebesar Rp 50.167.223 pada tanggal 06 Agustus 2015. PPh 

Pasal 23 pada masa Agustus disetorkan sebesar Rp 47.968.558 pada tanggal 07 

September 2015. PPh Pasal 23 pada masa September disetorkan sebesar Rp 

Januari 132.364.444        132.364.444        05/02/15 10/02/15

Februari 17.085.166          17.085.166           10/03/15 10/03/15

Maret 60.302.540          60.302.540           08/04/15 10/04/15

April 70.428.338          70.428.338           07/05/15 10/05/15

Mei 13.193.521          13.193.521           10/06/15 10/06/15

Juni 29.841.557          29.841.557           08/07/15 10/07/15

Juli 50.167.223          50.167.223           06/08/15 10/08/15

Agustus 47.968.558          47.968.558           07/09/15 10/09/15

September 15.083.975          15.083.975           07/10/15 10/10/15

Oktober 7.361.514             7.361.514             09/11/15 10/11/15

November 17.522.371          17.522.371           08/12/15 10/12/15

Desember 17.546.761          17.546.761           04/01/16 10/01/16

Tanggal Penyetoran 

SBM

Batas Waktu Penyetoran 

menurut UU
Masa

PPh 23 yang  

dipotong SBM

PPh 23 yang 

disetorkan

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016) 
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15.083.975 pada tanggal 07 Oktober 2015. PPh Pasal 23 pada masa Oktober 

disetorkan sebesar Rp 7.361.514 pada tanggal 09 November 2015. PPh Pasal 23 

pada masa November disetorkan sebesar Rp 17.522.371 pada tanggal 08 

Desember 2015. PPh Pasal 23 pada masa Desember sebesar Rp 17.546.761 pada 

tanggal 04 Januari 2016.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat Penyetoran PPh Pasal 23 

yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros sudah disetorkan sesuai dengan jumlah 

PPh 23 yang terutang selama 2015 dan disetorkan sebelum batas ketentuan 

berakhir. Dimana tanggal 10 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk 

melakukan penyetoran PPh Pasal 23.  

4.2.3 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros 

Dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Semen Bosowa Maros, 

sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan. Dalam hal ini PT Semen 

Bosowa Maros telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun batas waktu penyampaian SPT masa PPh 

Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka SPT masa dapat disampaikan pada 

hari kerja berikutnya. 

Berikut ini adalah bagan alir  prosedur pelaporan PPh pasal 23 yang 

dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, sebagai berikut: 
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Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur pelaporan 

PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros sebagai wajib pajak 

yaitu: 

e-SPT (PPh 23) 

Cetak form SPT 

KPP 

Gambar 4.4 Bagan alir prosedur pelaporan PPh 23 
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1. Mengisi data pelaporan ke dalam e-SPT, seperti referensi lawan 

transaksi (nama, NPWP, alamat, dan kode pos) serta referensi nomor 

bukti potong; 

2. Mencetak SPT masa  PPh 23 yang telah diisi dengan benar, jelas, dan 

lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan; 

3. Melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 yang terdiri dari: 

a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP); 

b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak 

Sedangkan untuk kelengkapan SPT masa PPh Pasal 23 ada beberapa 

lampiran yang harus dicantumkan, yaitu: 

1) Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26; dan 

2) Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP). 

Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2015 

 

Tabel 4.3 menunjukkan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT 

Semen Bosowa Maros pada tahun 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Januari 

dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2015, untuk masa Februari dilaporkan pada 

tanggal 14 Maret 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Maret dilaporkan pada tanggal 

14 April 2015, kemudian untuk masa April dilaporkan pada tanggal 18 Mei 2015. 

Januari 132.364.444           16/02/15 20/02/15

Februari 17.085.166              14/03/15 20/03/15

Maret 60.302.540              14/04/15 20/04/15

April 70.428.338              18/05/15 20/05/15

Mei 13.193.521              16/06/15 20/06/15

Juni 29.841.557              16/07/15 20/07/15

Juli 50.167.223              19/08/15 20/08/15

Agustus 47.968.558              14/09/15 20/09/15

September 15.083.975              14/10/15 20/10/15

Oktober 7.361.514                16/11/15 20/11/15

November 17.522.371              16/12/15 20/12/15

Desember 17.546.761              18/01/16 20/01/16

Masa
PPh 23 yang  

dipotong

Tanggal 

Pelaporan SBM

Batas Waktu Pelaporan 

menurut UU

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016) 
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PPh Pasal 23 untuk masa Mei dilaporkan pada tanggal 16 Juni 2015, dan untuk 

masa Juni dilaporkan pada tanggal 16 Juli 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Juli 

dilaporkan pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian untuk masa Agustus 

dilaporkan pada tanggal 14 September 2015. PPh Pasal 23 untuk masa 

September dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2015, kemudian untuk masa 

Oktober dilaporkan pada tanggal 16 November 2015. PPh Pasal 23 untuk masa 

November dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2015, dan untuk masa 

Desember dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2016. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat Pelaporan PPh Pasal 23 yang 

dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros dilaporkan sebelum batas ketentuan 

berakhir. Dimana tanggal 20 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk 

melakukan pelaporan.  

  

4.2.4 Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan PPh Pasal 23 

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai yang 

menangani masalah perpajakan, adapun masalah-masalah yang sering terjadi, 

antara lain: 

a) Dalam pelaksanaan pemotongan yakni kurangnya koordinasi dari divisi 

Purchasing terhadap divisi Finance, dan divisi Perpajakan, sehingga 

terkadang terdapat transaksi yang seharusnya dikenakan pajak, tetapi 

tidak dikenakan pajak khususnya PPh Pasal 23;  

b) Dalam pelaksanaan penyetoran yakni berkaitan dengan masalah 

jaringan yang kurang baik sehingga sistem pajak dengan CMS BRI tidak 

dapat terkoneksi; dan 

c) Dalam pelaksanaan pelaporan yakni pihak yang mempunyai wewenang 

menandatangani Surat Pemberitahuan tidak ada di tempat, sehingga 

menghambat proses pelaporan.  
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Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain: 

a) Divisi Purchasing sebaiknya langsung menyerahkan semua dokumen 

kepada divisi Perpajakan untuk diperiksa apakah transaksi tersebut 

dikenakan pajak atau tidak setelah itu diserahkan ke divisi Finance 

untuk dilakukan pembayaran; 

b) Segera menghubungi bagian IT perusahaan serta menyiapkan modem 

untuk melakukan koneksi jaringan CMS BRI; dan 

c) Menghubungi pihak yang mempunyai wewenang menandatangani SPT 

agar secepatnya menandatangani dokumen tersebut untuk segera 

dilaporkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian atas kewajiban PPh 23 pada PT Semen 

Bosowa Maros, dapat disimpulkan bahwa: 

1. PT Semen Bosowa Maros melaksanakan pemotongan PPh 23 yaitu 

dengan mengenakan tarif pemotongan sebesar 2% untuk wajib pajak 

yang memiliki NPWP, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki 

NPWP dikenakan tarif 4%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen 

Bosowa Maros telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. PT Semen Bosowa Maros melakukan Penyetoran PPh Pasal 23 dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan selalu dilaksanakan tepat 

waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah 

melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

3. PT Semen Bosowa Maros melakukan Pelaporan PPh pasal 23 dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan yang selalu dilaksanakan tepat 

waktu yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah 

melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku.
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

a) Untuk pihak PT Semen Bosowa Maros  

1. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros telah sesuai dengan 

ketentuan perpajakan, maka PT Semen Bosowa Maros harus tetap 

mempertahankan kinerja yang ada. 

2. Staf divisi pajak PT Semen Bosowa Maros harus terus mengikuti 

perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga 

diharapkan staf tetap dapat melakukan pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

b) Untuk peneliti selanjutnya 

1. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara proses 

pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 

dalam perusahaan dengan UU perpajakan. Bagi peneliti yang berminat 

melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dari sudut 

pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis 

perusahaan lain yang melakukan transaksi yang mencakup lebih 

banyak objek PPh pasal 23 sebagai objek penelitian.  
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